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BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Metode ljtihad Hakim

1. Pengertian Dan Dasar Hukum ljtihad.

Dari segi bahasa, kata ijtihad berarti mengerahtagenap kemampuan
untuk mewujudkan sesuatu. Sedang menurut istilabagsemana disebutkan
Zakarriya al- Anshari adalah upaya maksimal sesgordalam memperoleh

ketentuan- ketentuan hukum yang bersitzni.

Secara terminologi jahdu artinya mengerahkan segala kemampuan untuk
memperoleh sutu yang diinginkaad, juhdu artinya kemampuakemudianal jahdu
kesulitan. Secara epistimologi berarti mengerahd@gala kemampuan dan energi

sampai batas maksimal dalam memahami persoalan.

Penjelasan Al Ghazali tentang terminologi ijtihathagai berikut:

1 6 el b iy gl J 3 5
artinya: ‘jtihad pengerahan segala kemampuan oleh seorangamd
dalam mendapatkan ilmu tentang hukum syata’
Dasar hukum untuk menggali hukum atas suatu masalabrdapat pada

ayat dalam Al Qur’ an yaitu pada QS An Nissa agat 5
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'% Firdaus, Ushul Figh, Metode Mengkaji Dan Memahami Hukumnis{dakarta: Zikrul Hakam
2004), 72
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Artinya ; “Hai orang- orang beriman, taatilah Alladan Taatilah RasulNya, dan
ulil amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan rmqmapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasunnah), jika kamu benar- benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demiltia lebih utama bangimu dan lebih
baik akibatnya ".*®

Praktek ljtihad Pada Masa Nabi.

Pada masa kenabian ini dimulai ketika kebangkithii {sah) Nabi
Muhammad Saw hingga beliau wafat(12 rabiul awwaH18 Juni 632 M). Periode
ini ada dua, yaitu: ketika nabi masih menetap dkkaa dan ketika nabi hijrah ke
Madinnah. Nabi Muhammad sendiri selain menjadi pe&pm pemerintahan atau
khalifah, beliau juga merangkap sebagai gadhi pemutus perkara apabila ada
sahabat atau kaum Islam bertanya hukum tentang peamnasalahan yang mereka

temui untuk di putuskan oleh Rasulullah Saw.

Nabi sendiri juga berijtihad sebagaimana para sah&erijtihad, latar
belakang dari beliau berijtihad adalah pernah sdsékrun ayat yang menyindir
Rasulullah saw untuk tidak menggantungkan peturgiaki Allah saja dalam

menyelesaikan suatu perkara. Hal ini dijelaskaardadurat Al Anfal ayat 67:
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Artinya :“Tidak patut seorang nabi mempunyai tawanan sebelam
melumpuhkan musuhnya di muka bunii‘thi

Ayat ini mengkritik Nabi yang mengambil kebijaksanantuk menahan
orang yang kalah dalam perang Badar sebagai tawamaag menurut beberapa
orang sahabatnya tawanan itu harus dibunuh. Ternkamudian tawanan itu

mendatangkan kerugian pada Umat Islam. KritikanalAlldalam ayat ini

'8 Firdaus., Ushul Figih,Metode.”74
7 Alaiddin Koto,“llmu Figih Dan Ushul Figih "(Jakarta : Raja Grafindo , 2004), 14
8 Amir Syarifuddin ‘Ushul Figih Jilid T'(Jakarta : LOGOS Wacana llmu 1997), 7
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menunujukkan bahwa tindakan nabi dalam membiarkasarian ini adalah semata-

mata hasil ijtihad Nabi, bukan berdasarkan wahyu

Jadi Nabi juga berijtihad, akan tetapi lebih betgag kepada petunjuk dari
Allah. Apabila dalam berijtihad hasilnya tidak tepavahyu dari Allah yang

membetulkanya, ijtihad Rasulullah itu menjadi syayiang waijib ditaat’
Pada Masa Sahabat.

Kepada para sahabat, ketika Rasulullah masih hjdga menganjurkan
mereka berijtinad, seperti ketika Rasulullah mentehkan sahabat Muadz bin Jabal
menduduki jabatan gadhi di daerah Yaman. Berikuparcakapan beliau dengan

Muadz dalam sebuah hadist:
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Rasululah bertanya pada Muadz: “ Dengan apa enghkamnutuskan
hukum?”

Muadz bin Jabal mwnjawab: “Dengan Kitabullah”

Rasulullah: “Apabila engkau tidak menemukan?”

Muadz : “ Dengan sunnah Rasulnya”
Rasulullah * Kemudian jika tidak kau temukan?”
Muadz : “Saya akan berijtihad dengan pikisaya”**

Periode sahabat ini bermula dari tahun 1 H (sejallatnya Rasulullah Saw)

sampai akhir abad pertama Hijriyah ( 101%H).

bid, 8

2 Hashi Ash ShidieqyPengantar llmu Figih (Jakarta: Mulya 1967), 35.

2L Amir Syarifuddin ,33 . hadist disadur dari Pedoman Tahfids Mahasi&akultas Syariah UIN
Malang 2006



16

Pada masa sahabat Abu Bakar menjadi khalifahtihadjmemerangi orang-
orang yang tidak mau membayar zakat, apabila lmydiémah lembut seperti nabi
kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakRasedangkan pada Masa Umar
bin Khatab yaitu menyelesaikan perkara waris yardiri dari suami (1/2), ibu
(1/6)dan orang saudara seibu kesemuanya diatumdal&uran. Kebetulan dalam
rombongan tersebut ada saudara laki- laki kandwamgy yoerdasarkan hadist nabi
diatas adalah "ahli waris sisa harta ”. Karenaehaudah terbagi habis maka saudara
kandung tidak mendapat bagian apa- apa. Dalaimh&lmar menerapkan bahwa
saudara sekandung bergabung dengan saudara sélpu m@ngambil 1/3 harta,
yaitu hak seperti ibé’

Ketentuan- ketentuan hukum produk ijtihad itu Hatsidzani karena
merupakan hasil pemikiran para mujtahid yang tidedpelihara dari berbagai
kesalahan, mereka bisa benar bisa juga salah. pleskiemikian mereka dituntut
untuk melakukanya dalam rangka memberikan kejelasgina terhadap ayat yang

belum jelas.

Menggunakan pendekatan dan metode ijtilhaidizi serta memberikan
jawaban- jawaban yang yuridis terhadap berbagesoptan kontemporer yang
belum jelas ketentuan- ketentuan hukumnya, denganggunakan pendekatan

metode ijtihadag|i.?®

Sebagaimana disebutkan dalam ayat 105 pada sunr&hsaA:

%2 Alaiddin Koto.llmu Figih Dan Ushul Figih , 15

23 Amir Syarifuddin .Ushul Figih Jilid 1., 23.

24 Amir Syarifuddin,Ushul Figih Jilid1.27

% Dede Rosad&lukum Islam Dan Pranata SosigDakarta:Raja Grafindo Persada 1996),112.
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadasngash
membawa kebenaran supaya kamu bisa menyelesaiksolgre persoalan hukum
dalam kehidupan manusia dengan apa- apa yang Alkyukan kepadamu

2. Syarat- Syarat Seorang Mujtahid

Untuk menjadi seorang mujtahid haruslah memenuiteria persyaratan

sebagai berikut:
1. Syarat Umum:
a. Dewasa.
b. Sehat Pikiranya.
c. Sangat Kuat Daya Tangkapnya (kecerdasan nalardiya)
d. Islam
2. Syarat Pokok/ Asasi:

a. Menguasai Al Quran dan Ulumul Quran, terutama tayayat

hukumnya, asbabun nuzulnya, dan nasakh mansukhnya.

O

. Menguasai hadis dan ulumul hadis, terutama mendewis- hadis

ahkam, nasikh mansukh, asbabul wurudnya, dan sielyaga

(¢

. Menguasai bahasa Arab dan ilmu- ilmu bahasa, terfmashwu

sharaf, balaghah, fighul lughah, dan al adabutsllija

o

. Menguasai ilmu ushul figih.

e. Memahami benar- benar tujuan pokok Syariat Islam.
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f. Memahami benar- benar gawaid kuliyah (fighiyah dsinuliyyah).

3. Syarat Pelengkap

a. Mengetahui tidak ada dalil yang ghat'’i tentang nesgang sedang

dihadapi.

b. Mengetahui masalah- masalah yang telah mencapsaehksus (ij’ma)

masalah- masalah yang belum ada kepastian hukumnya.
c. Kesalehan dan ketagwaanya.

3. Tingkatan Mujtahid

Secara umum mujtahid terbagi dalam dua golongaty yaujtahid Mustagqil

danGhairu mustaqil.

a.Mujtahid Mustaqil ialah seorang mujtahid yang sangaandiri dalam
melakukan kajiaan ijtihadnya. Dia berijtihad dengaanggunakan kaidah-
kaidah sendiri, dan dia pun merumuuskan dasar-r g@aikiranya yang

menjadi asas dalam perumusan kaidah- kaidah yalahy t@elahirkan

mazhab- mazhab figih.

b.Sedangkan mujtahid ghairu (tidak) mustakil adala¢éraka yang memiliki
kriteria ideal sepertti yang disebutkan diatasagettidak melahirkan
kaidahnya- kaidahnya sendiri, dan dia hanya metigikaidah- kaidah

imamnya. Kriterianya sebagai berikut:

1. Mujtahid Muntasib ialah mujtahid- mujtahid yang rgambil pendapat-

pendapat imamnya dalam ushul yang berbeda dari myemalam cabang

furu’.
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2. Mujtahid Madzhab ialah mereka yang mengikuti imaabgik dalam ushul
maupun furu’ yang telah jadi, peranan mereka tasbatelakukanstinbath

hukum terhadap masalah- masalah yang belum dirtkayamamnya.

3. Mujtahid Muwadzin ialah mujtahid yang membandinglkantara beberapa
pendapat dan riwayat yang mereka lakukan misatngaetapkan bahwa
giyas yang dipakai dalam pendapat ini lebih mengmasebanding dengan

giyas dan pendapat lainya.

4. Mujtahid Murajjih ialah mereka yang tidak melakukestinbath terhadap
furt’ yang belum sempat diterapkan oleh ulama tastla dan belum
diketahui hukumnya mereka melakukan hanya mentdigihtara pendapat-
pendapat yang diriwayatkan dari imam dengan algthtajang telah

dirumuskan oleh mujtahid pada tingkat diatasnya.

5. Mujtahid Muhafids mujtahid ini termasuk dalam gajam mugallid, hanya

saja mereka mempunyai hujjah dengan mengetahul bagh ulama

terdahulu.

6. Mujtahid mugallid sedangkan mujtahid ini beraddawah semua tingkatan
yang telah diuraikan diatas. Mereka adalah ulaamgymampu memahami

kitab- kitab. Tetapi tidak mampu melakukan tarjirhadap beberapa

pendapat atau riwayat.

4.ljtihad Hakim Peradilan Agama

% Dede Rosad&iukum islam Dan Pranata Sosig@lakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 ), 117.
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Pada pasal 4 ayat 1 Undng- Undang No 14 Tahun @iBébutkan bahwa
Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masakyén karena undang-

undangnya tidak ada atau belum &da.

Hal ini menunjukkan ruang ijtihad bagi hakkhususnya Peradilan Agama
sangatlah luas, sebagaimana disebutkan pada Eamelsasal 27 mengatakan
“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajibnggali, mengikuti dan

memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam maalat”?®

Penjelasan hakim harus mengikuti dan memahami nikum yang hidup
dimasyarakat itu menunjkkan bahwa hukum adat meggupeluang untuk
dijadikan sumber hukum terlebih hukum- hukum adatgyterdapat di Indonesia
dengan corak pemikiran dominan Madzhab Syafi'i yaaguai dengan kultur dan

nalar figih bangsa Indonesia.
Adapun bentuk ijtihad nya ialah sebagai berikut:

1. Melakukan penafsiran terhadap kata atau redaksipdaal- pasal yang
terdapat dalam Kompilasai Hukum Islam kemudian rhigedingkan

dengan kitab figih 4 madhzab

2. Melakukan analogi Qiyag dengan menyamakan hukum kasus baru
yang belum terdapat rumusan hukumnya secara redaksii dalam

rumusan- rumusan hukum kasus lama yang telah tarsed

2"UU No 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubahadebju No. 7 Tahun 1989, Basiq
Jalil’PeradilanAgama Indonesia(Jakarta: Prenada Media Kencana: 2005),203.

“Erfaniah Zuhriahljtihad Hakim Agama Dalam Konteks Undang- Undadigrnal El Qisth (Malang:
UIN Press, 2006)37.
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3. Membuat hukum pengecualf@n, hal ini seorang hakim berwenang
menggunakan kaidah maslahah mursalah atas suats ¥asg sifatnya

darurat dalam rangka menolak mafasadat.

Selain tiga metode dalam ijtihad diatas, hakim gabpemutus perkara
juga mempunyai suatu kewenangan mengesampingka@angn undangontra
Legem yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengjasiang- Undang.
Dengan syarat hakim harus mengemukakan dasar + pEgienbangan pasal yang
disingkirkan itu benar- benar bertentangan denggpehtingan umum,kepatutan,
peradaban, dan kemanusiaan, sehingga pasal ter&alau diterapkan akan

menimbulkan keresahaf.

B. Konsep Kemaslahatan Dalam Ushul Figih

Maslahah pengertianya ialah kebaikan yang tidakaepada dalil / nash Al
Quran dan As sunnah. Sedangkan menurut istilalulugiih maslahahadalah
menetapkan ketentuan- ketentuan hukum yang ticdbdtkan sama sekali dalam
Al Quran dan As sunnah atas pertimbangan menaekaikan atau menolak

kebutukan dalam kehidupan masyaraKat.
1. Klasifikasi Maslahah Mursalah:

a. Maslahah Mu, tabaroh artinya kemaslahatan atau ikaatbayang

memang diakui oleh Islam, misalnya: Islam menindakng yang

29 Erfania zuhriahfjtihad Hakim Peradilan Agama Dalam Konteks Undabipdang’, 46.
% Yahya HarahapHukum Acara PerdatgJakarta Sinar Grafika, 2005), 859.
31 Dede Rosadafukum Islam Dan Pranata SosidDakarta: raja Grafindo Persada 1996),83.
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Qadzaf (menuduh seorang kepada orang baik- baik) dan nu&ngh

orang yang berbuat zina.

b. Maslahah Mursalah, artinya kemaslahatan yang diakanya karena
timbul peristiwa- peristiwa baru setelah nabi wafamisalnya
perkawinan anak di bawah umur tidak dilarang olslanh dan sah
dilakukan oleh walinya. Namun pada praktek bangsnimbulkan
perceraian karena ketidak siapan mental pasangawah umur, maka,
berdasar maslahah mursalah pemerintah diperbolehkatarang
perkawinan dibawah umur seperti tercantum padal pasdndang-

Undang No | Tahun 197#ntang perkawinaff.
2. Syarat- Syarat Maslahah Mursalah

a. Maslahah yang dicapai itu benar- benar nyata, bskedkedar dugaan yang

tidak

adanya, misalnya perceraian yang hanya kemauan i sisam tanpa
persetujuan Pengadilan, demi kemaslahatan mak&sditakan di depan

pengadilan setelah diadakan upaya damai.

b. Maslahah harus bersifat umum, bukanlah maslahalorgreggan atau
kelompok tertentu saja. Misalnya riba dilarang oléslam karena

kemaslahatan untuk satu orang saja.

%2 Dede RosadaHukum Islam Dan Pranata Sosias.
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c. Maslahah harus tidak bertentangan dengan keterftukam atau prinsip
Agama Islam oleh nash atau i’ma misalnya demi lstatatan hak waris

laki- laki dan perempuan sama haknya (bukan dusabeling satu)**
3. Jenis —Jenis Maslahah Daruriyyah
Sedangkan jenis- jenisnya adalah:

a. Al Dharuriyat: yaitu segala sesuatu yang ditinggalklalam kehidupan
beragama dan keduniaan manusia, dalam arti jikeda& ada, maka
kehidupan manusia menjadi rusak hilang kenikmatamnghadapi siksa
akhirat, dharuriyat semacam ini dipandang dari disi yaitu
perwujudanya dan memelihara kelestarianya, misalayt@tapkanya
hukum cambuk untuk pelaku zina ghairu mukhsan EdOuktuk tujuan

menjaga keturunan.

b. Al Hajiyat, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh ns&audalam
menghindari kesempitan dan menolak kesulitan yaagamika ia tidak
ada membuat manusia mengalami kesempatan tanpa sakeru
kehidupan, misalnya dibolehkan cerai dikala dars#paya perkawinan
tetap merupakan jalan memelihara diri, memelihaasilbk sayang,
memelihara sikap saling tolong- menolong, sebagaiaip kedamaian,

ketenangan dan ketentraman.

c. Al Tahsiniyyat: yaitu hal- hal yang menjadi tuntutdari martabat diri

dan akhlag mulia ayat ditunjukkan untuk mendapa#dhat istiadat yang

% Dede RosadaHukum Islam Dan Pranata Sosia85.
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baik. Misalnya larangan membunuh wanita, anak- adak tokoh

Agama yang bukan angkatan perang dalam suatu pepeta
C. Pengertian Poligami

Agama Islam adalah Agama yang rahmatan lil alammhnfat bagi alam
semesta), yang mengajarkan salah satunya tentarigawpean sebagaimana
disebutkan dalam kitab sucinya Al Qur'an kurangHe®0 ayat membahas tentang

perkawinan, baik dengan kata dasiiah (berkumpul)zawaja(berpasangan).

Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunaradepmanusia dalam
menjalani pernikahan untuk menuju keluarga yaaginah(damai, tenang , dan
bahagia) yang diridhai Allah. Perkawinan sendiniaigam jenisnya, salah satunya
poligami. Agar memudahkan pemahaman mengenai paligeengertianya adalah

sebagai berikut ini:

Menurut Rahmat Hakim , kata poligini berasal dahasa Yunanipolus
yang artinya banyak dagameinartinya kawin sehingga dinamakan kawin banyak,
artinya seorang pria mempunyai beberpa orang pstia saat yangama.Dalam
bahasa Arab poligami disehbiataadidduzaujat(berbilangnya pasangan), sedangkan

dalam bahasa Indonesia disebut permadtian.

Sedangkan Musdah Mulia dalam bukunya “Bagdn Islam Tentang
Poligami”Poligami adalah ikatan perkawinan yang abkal satu dari

pihak(suami)mempunyai beberapa (lebih dari satd)i idalam waktu yang

3 Wahbah Zuhailli Nazhariyyah Al- Dharuriyyah al-Syar’iyyalditerjemahkan oleh Said Agil
Munawar ‘Konsep Darurat Dalam Hukum Isldr@Jakarta: Griya Media Pratama 1997), 51- 54.
% Rahmat HakimHukum Perkawinan Dalam IsldnBandung: Pustaka Setia 2000),113.
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bersamaan. Laki- laki yang melakukan bentuk penkawisemacam ini dikatakan

bersifat poligami

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia m#ngiola pandang
masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masaadimemyarakat memandang
kedudukan dan derajat perempuan itu hina, poligmemjadi subur, sebaliknya pada
masyarakat memandang kedudukan dan derajat perantpdaormat, poligami
berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalamangasurut mengikuti tinggi

rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di nestgarakat®
D. Keabsahan Poligami Menurut Figih

Dalam Figih munakahat, poligami adalah seorang laki beristri lebih dari
seorang, akan tetapi dibatasi oleh jumlah paling/ak adalah empat orang. Karena
jika melebihi dari empat berarti mengingkari kelaaikyang disyariatkan Allah bagi

kemaslahatan hidup suami istfi.

Sebagaimana disebutkan dalam Al Quran al Karigapsurat An Nissa ayat :3

dibawah ini yang menjelaskan pembatasan jumlahkydligami;

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhpdghak-
hak)perempuan yang yatim (bilamana kamu mengavajhinymaka kawinilah
wanita- wanita yang kamu senangi dua, tiga, atapa&amKemudian jika kamu takut

tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorarajas atau budak- budak yang

% Musdah mulia, fslam Menggugat Poligarf{Jakarta PT Gramedia Pustaka Tama 2007),4.
37 Slamet Abidin dan AmiraddinFigih Munakahat(Bandung: Pustaka Setia 1998),131.
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kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekahgan kepada tidak berbuat
aniaya®

Dari ayat tersebut jelas Islam membolehkan kawoligami, namun
kebolehan ini tidaklah secara mutlak akan tetapngda satu syarat yaitu
kemampuan berlaku adil diantara istri- istri ituilAdendiri bukanlah hal yang

mudah untuk dilaksanakan, hal ini seperti yanglaljean Allah Swt dalam Qs An

Nissa ayat 129:

P

> _20 g 8 s 2 : -~ S5 oo ’// ~/W,J/,/°},: .E°~} :,: >

Jodl = T5ld S8 22075 305 LT G 150,56 of pakis

bﬁéu@a&\\)m % \P.L;uu MKLA)JM

Artinya : Dan kamu sekali- kali tidak akan berlaku adil diara isteri-
isteri(mu),walaupun kamu sangat ingin berbuat desnik karena itu janganlah
kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintaehhingga kamu biarkan yang
lain terkatung- katung, dan jika kamu mengadakarb@i&an dan memelihara diri

(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha gBempun lagi maha
Penyayang?’

Menurut Imam Syafi'i, sesungguhnya sunnah RaklulSaw yang
menjelaskan wahyu dari Allah menunjukkan bahwaisdRasulullah tidak boleh
mempunyai istri lebih dari empat orang wanita. Aag dikatakan oleh Imam
Syalfi’i ini telah disepakati diantara kalangan usafigih, kecuali dengan apa yang
digolongkan dari sekelompok ulama Syi'ah yang bedapat bahwa seseorang laki-
laki diperbolehkan mempunyai istri lebih dari empatng sampai Sembilan,
sebagian kalangan Syi'ah ada yang berpendapat batas dan yang lain berpegang
pada perbuatan Rasulullah Saw dalam menghimpunletith banyak daripada

empat orang sampai Sembilan orang waflita.

% Departemen Agama RA| Quran Dan TerjemahanygSemarang: Toha Putra, 1990),115
39 [|hi
Ibid , 143.
** Bahrun Abu BakarTerjemah Ibnu Katsir Juz’4Bandung: Sinar Baru Algesindo 2000), 436
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E. Keabsahan Poligami Menurut Undang- Undang No | Taha 1974,
Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Tata

cara izin Poligami Di Pengadilan Agama.

1. Keabsahan Poligami Menurut Undang- Undang No | Tabn 1974.
Dalam melangsungkan perkawinan poligami, setiagaérdonesia harus
mengikuti ketentuan dalam hal ini Undang- Undang. NTahun 1974 sebagai
berikut:
Pasal 3 ayat 2
Yaitu Pengadilan dapat memberikan izin kepadansuatuk beristri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pyelg bersangkutan.
Pasal 4 ayat 1
Dalam hal seorang suami akan beristri lebih siewrang, sebagaimana
tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang- Undangniaka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat lmgga
Pasal 5
Untuk dapat mengajukan permohonan kepadgadilan, sebagaimana di
maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Ndwuii 1974, sebagai berikut :
1. Adanya persetujuan dari isteri- isteri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kegyrerkeperluan
hidup isteri- isteri dan anak- anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu menjamin dapktkoeadil terhadap
isteri- isteri dan anak- anak{a.

2. Keabsahan Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islan

“1 Abdul Manan “Pokok- Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Atfabakarta: Raja
Grafindo Persada), 1-2.
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Dalam melangsungkan poligami, setiap warga Negatanesia yang
beragama Islam harus memenuhi persyaratan di datempilasi Hukum Islam
sebagai berikut:

Pasal 55

1. Beristeri lebih dari seorang pada waktu yang beasannterbatas hanya
sampai empat isteri.

2. Syarat utama beristeri lebih dari seoarang, suamishmampu berlaku
adil terhadap isteri- isteri dan anak- anaknya.

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2k tdungkin dipenuhi,
suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari seorangysharendapat izin dari
Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada aydiidkukan
menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BABRAtaturan
Pemerintah No 9 Tahun 1975.

3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri ke dua, atpu keempat
tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempungéilktan hukurf?

3. Keabsahan Poligami Menurut PP No 9 Tahun 1975

Berikut ini syarat- syarat seorang suami yanghakangajukan permohonan
izin poligami sebagaiman disebutkan pada pasal&2) Kompilasi Hukum Islam
sebagai berikut:

a. Ada atau tidaknya aturan yang memungkinkan sesaagi kawin lagi.

*> Abdul Manan,Pokok- Pokok Hukum Perdata Dan Wewenang Peradigama” 3-4.
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1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sabsgorang istri

2. Bahwa istri mendapat cacat badan yang tidak bssnthuhkan

3. Bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri haa&nl maupun tulisan ,
persetujuan itu harus diucapkan didepan Pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjeeperiuan
hidup isteri- isteri dan anak- anaknya dengan menapi&an

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami ytamgddtangani oleh
bendahara tempat dimana ia bekerja.
2. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh &ulilzm.

d. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adiladap isteri- isteri
dan anak- anak mereka dengan pernyataan ataugnguami yang
dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk'ftu.

3. Tata Cara Izin Poligami Di Pengadilan Agama
Permohonan izin beristri lebih dari sew (poligami) diatur dalam pasal-
pasal 3,4, dan 5 UU No0.1/1974, pasal 40,41.42,43daPP N0.9/1975, serta pasal
55,56,57,58, sampai dengan 59 Kompilasi Hukum Islam

Tata cara permohonan izin poligami pada Pengadiknr sebagai berikut:

a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama
b. Kewenangan Relatif PA
c. Surat Permohonan.

Surat permohonan izin beristeri lebih dari aegrharus memuat:

43 |dris RamulyoHukum Perkawinan Islaf(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 184.
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a. Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaituisiem
termohon, yaitu, isteri/ isteri- isteri.
b. Alasan- alasan untuk beristeri lebih dari seorang
c. Petitum.
Permohonan poligami merupakan perkara contentarsnia harus ada
(diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, peskiar diproses di
Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam RegistieikiPerkara
Gugatan.
d. Pemanggilan pihak- pihak
1. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendgitgsle suami dan pihak

isteri ke Persidangan

2. Panggilan dilakukan menurut tata cara pguitéan yang diatur dalam hukum
acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 39@&tRasal- pasal yang
berkaitan. (selanjutnya lihat Bab 1V Bagian G tegt@emanggilan pihak-

pihak).

e. Pemeriksaan.
1. Pemeriksaan permohonan izin poligami dikakuoleh majelis Hakim
selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setdigrimanya permohonan beserta

lampiran- lampiranya (pasal 42 ayat (2) PP NA.99/5.)

2. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dsitdeng terbuka untuk umum,
kecuali apabila karena alasan- alasan tertentu mepertimbangan hakim yang
dicatat dalam Berita Acara Persidangan, pemenikdapat dilakukan dalam sidang

tertutup( pasal 17 ayat (1) UU No. 14/ 1970
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3 Upaya Damai

a Pada sidang pertama pemeriksaan pearpdligami, Hakim berusaha

mendamaikan (Pasal 130 ayat (1) HIR)

b Jika tercapai perdamaian, perkara dicikdonbali oleh Pemohon.

f. Pembuktian.

1. Pengadilan Agama kemudian memeriksa nmenge

a. ada atau tidak adanya alasan yang ngkimkan seorang suami kawin lagi,

sebagai alternatif yaitu:
- bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibanyagai seorang isteri
- bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyalgttidak dapat
disembuhkan.
- bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, fp@igetujuan lisan maupun
tertulis, harus dinyatakan di depan sidang.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjeeperluan hidup
isteri- isteri dan anak- anaknya dengan memperatik
i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami ytargdiangani oleh
bendahara tempat bekerja, atau
il. Surat keterangan pajak penghasilan
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh &aitag.
4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan bedakuerhadap isteri-
isteri dan anak —anak mereka dengan pernyataafgeajadari suami yang

dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
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5. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari ig&gsetujuan ini harus di
pertegas dengan persetujuan lisan di depan silaogali dalam hal isteri
telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi titkdir dalam sidang dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.

6. Persetujuan dari isteri- isteri tidak diperlukagi lalalam hal:

- Isteri atau isteri- isteri tidak mungkin dimintangetujuanya dan tidak
mungkin menjadi pihak dalam perjanjian, atau
- Tidak ada kabar dari isterinya selam sekurang-ngmga 2(dua)
tahun,atau
- Karena sebab- sebab lainya yang perlu mendapdaigendri hakim
Pengadilan Agama.
g. Putusan.

1. Apabila Pengadilan Agama berpendapat balukap alasan bagi pemohon
untuk beristeri lebih dari seorang, mpkagadilan Agama memberikan putus
anya yang berupa izin untuk beristeriledari seorang.

2. Terhadap putusan ini, baik isteri maupwanswdapat mengajukan banding
atau kasasi.
h. Biaya perkara.
1. Biaya dalam perkara ini dibebankan kegaeimohon (pasal 89 ayat(1) UU
No. 7 1989).
I. Pelaksanaan poligami
1. Pegawai pencatat nikah dilarang untulakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristeri Idbaiinseorang sebelum ada izin dari



33

Pengadilan Agama yang telah mempungiiktan hukum tetaf’

TABEL HUKUM FORMIL DAN MATERIIL YANG MENGATUR MASAL AH

POLIGAMI

NO

PERTIMBANGAN HAKIM

DASAR DAN KEKUATAN HUKUM

IZIN POLIGAMI.

1. Menyelenggarakan Peradilan

2. Kekuasaan Kehakiman

3. Memeriksa Bukti- Bukti.

1. Pasal 3ayat2 UU No | Tahun 19

dalam hal kewenangan pih
pengadilan (hakim) dalam membg
izin poligami kepada Pemohg
Apabila dikehendaki oleh pihak
pihak yang bersangkutan. (terda
unsur kemaslahatan). Kekuat
hukumnya mengikat dan mutla
ditaati. Undang- Undang adalg
Lembaran Negara yang disahk
oleh lembaga Negara.
Pasal 4 ayat | UU No | Tahun 197
Dalam hal kekuasaan Kehakim
azas relatifitas, yaitu pemohd
mengajukan Permohonan di dae
tempat tinggalnya.  Kekuats
hukumnya mengikat dan mutla
ditaati
Pasal 5 UU No | Tahun 1974.
Dalam hal syarat izin poligami .

- Adanya persetujuan Istr

istri
- Adanya kepastian suarn
mampu menjami

keperluan hidup istri da
anak- anaknya.

- Adanya jaminan bahw
suami dapat berlaku ad
terhadap istri dan ana
anaknya.

Kekuatan hukumnya mengikat d
apabila dalam izin poligami ad
unsur pemalsuan bukti- but
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tertulis sebagai bahan pertimb

ng

an, pemohon dapat di kenai sanksi

“Mukti Arto “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agaif¥ogyakarta: Pustaka Pelajar,
2005), 241- 243.
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pidana sesuai dalam PP No.| 9
tahun 1975.
4. Mempertimbangkan dikabulkan 4. Kompilasi Hukum Islam pasal 56
ayat 1, 2, 3.Dalam hal kewajiban
atau tidaknya poligami Pemohon suami mendapat izin dari istri atau
istri- istri yang di poligami. Dar
wajib meminta izin di pengadil
Agama. Kekuatan hukumnya relatif
karena KHI hanya hukum materijil
yang sifatnya sebagai pelengkap.
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Prosedur Permohonan Izin Poligami

Dalam Hukum Acara Pengadilan Agama

1. Pemohon, bersama Termohon dan calon istr
Pemohon mendatangi PA setempat wilayah

kediaman Pemohon.

¥

2. Ke meja | untuk rhendaftar perkara, yang
memuat : nama, umur, tempat kediaman Pemohon
Termohon, dan calon istri pemohon.

- Mengemukakan alasan- alasan untuk beristri lgbih

dari seorang.

- Pemohon mengemukakan tuntutan atau petitu‘m.

4. Permohonan di proses oleh panitera Gugatan
dan di daftar pada Register Induk perkarg
dengan membawa bukti- bukti yang

diperlukan.




5. Sidang pertama pemohon termohon serta
calon istri Pemohon di mediasi oleh majelis

hakim.

6. Sidang kedua pemohon menghadirkan
saksi- saksi dari pihak Termohon dan calon

istri Pﬁmohon

7.Pembuktian : memeriksa KTP, Buku
Kutipan Akta Nikah, surat keterangan sehat,
surat izin poligami tertulis dari istri, surat
keterangan berlaku adil, surat keterangan
bersedia di madu.

8.Putusan diterima oleh Pemohon
dan dapat diajukan banding apabila ada
terdapat hal yang perlu untuk diajukan

banding.

10.Membayar biaya perkara yang dibebankan
terhadap Pemohon.




11.Pelaksanaan poligami dilaksanakan ole
Pegawai Pencatat Nikah (KUA Kecamatan

dikediaman calon istri pemohon

=y
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